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Pengaturan tentang Tindak Lanjut Putusan MK tentang Pengujian Undang-undang 

Perlu diatur dalam UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mekanisme dalam menindaklanjuti Putusan MK yang mengabulkan permohonan PUU. Aturan ini untuk menindaklanjuti implikasi dari perubahan norma dalam suatu undang-undang karena adanya pembatalan ayat, pasal maupun bagian dari undang-undang atau undang-undang itu sendiri. Pengaturan ini juga dimaksudkan membagi peran antara pemerintah maupun DPR dalam mengambil peran atau inisiatif untuk mengusulkan pembentukan rancangan undang-undang sebagai implikasi dari putusan MK. Sekaligus memastikan bahwa putusan tersebut ditindakalanjuti. 

Selain masalah dalam tindaklanjut putusan melalui pembentukan undang-undang atau perubahan undang-undang, perlu diperhatikan juga adalah memasukkan amar putusan MK dalam suatu naskah undang-undang. Selama ini naskah undang-undang yang beredar di masyarakat adalah naskah yang tidak dilengkapi informasi mengenai perubahan yang telah terjadi dalam undang-undang terkait dengan putusan MK. Pembaca undang-undang tidak tahu apakah suatu pasal, ayat atau bagian lain dalam undang-undang telah mengalami perubahan karena putusan MK. Selama ini untuk mengetahui apakah sudah ada perubahan dalam suatu undang-undang atau apakah ada putusan MK terkait dengan  undang-undang hanya dapat diketahui melalui penelusuran yang terpisah. Informasi tidak tersaji dalam satu naskah. Sehingga potensi kekeliruan dalam membaca naskah undang-undang sangat besar. Oleh karena itu perlu dirumuskan adanya ketentuan yang mengatur bahwa setelah adanya putusan PUU MK yang mengubah suatu undang-undang maka perlu menampilkan dalam suatu naskah yang baru. Naskah UU ini diterbitkan dalam suatu lembaran negara digabungkan dengan putusan MK. Sehingga tidak perlu melakukan perubahan dalam penomoran undang-undang dalam lembaran negara.    
Pengaturan tentang Peraturan Daerah 

UU 10/2004 selama ini tidak mengatur secara jelas tentang kedudukan peraturan daerah. Bahkan aturan delegasian dalam UU 10/2004 untuk mengatur mengenai perda juga belum dibentuk. Sehingga menimbulkan permasalahan dalam proses legislasi di tingkat daerah terutama dalam mekanisme review suatu perda. 

Pengaturan perda berada dalam dua lingkup undang-undang, yaitu UU 10/2004 karena kedudukannya sebagai salah satu bentuk peraturan perundang-undangan. Di sisi lain, pengaturan perda juga masuk dalam lingkup UU 32/2004 dimana perda berkedudukan sebagai intrumen hukum yang dihasilkan oleh pemerintahan daerah yaitu DPRD bersama dengan pemerintah. 

Selama ini muncul masalah dalam proses review perda oleh pemerintah (pusat). Jumlah perda yang dibatalkan setiap tahun mengalami peningkatan. Pembatalan ini masih didominasi oleh perda bidang retribusi dan pajak daerah. data pembatalan perda tiap tahun dapat dilihat pada grafik di bawah: 
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Proses pembatalan ini menyimpan beberapa masalah, yaitu: 

· Instrument hukum yang digunakan adalah keputusan Mendagri. Padahal dalam undang-undang disebutkan pembatalan dilakukan oleh Ptesiden melalui Perpres. 

· Pelaksanaan review yang tidak sejalan antara praktek dengan pengaturan. Mekanisme pembatalan perda menurut peraturan perundang-undangan dibuat secara berjenjang. Mendagri mempunyai kewenangan membatalkan Perda Propinsi dan Gubernur mempunyai kewenangan membatalkan perda kabupaten/kota. Namun selama ini pembatalan atau review dilakukan oleh Mendagri melalui bentuk Kepmendagri. 

· Koordinasi antara Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri dalam hal pembatalan Perda Retribusi da Pajak Daerah. Kemdagri tidak membatalkan semua Perda yang telah direkomendasikan pembatalannya oleh Kementerian Keuangan. Dalam penelitiian kami, masalah ini muncul karena Kementaria Dalam Negeri melalui Biro Hukum melakukan kajian ulang atas hasil review Kementerian Keuangan. Sehingga diperoleh hasil yang berbeda terhadap pembatalan perda terkait retrbusi dan pajak daerah. 

Permasalahan dalam review perda juga terdapat dalam model review yang dilakukan oleh Mahkamah Agung melalui judicial review yang meliputi:

· Hambatan dalam proses beracara pemeriksaan judicial review perda yaitu mengenai proses pemeriksaan yang dilakukan secara tertutup, pemeriksaan tidak melibatkan pemohon dan termohon dalam persidangan dan pembatasan jangka waktu pengajuan permohonan selama 180 hari. Selain itu, proses berlangsung lama. Tidak ada standar waktu yang digunakan dalam pemeriksaan pengajuan permohonan judicial review. Beberapa praktek terkait dengan jangka waktu pemeriksaan dapat dilihat dalam tabel di bawah: 

	No dan Judul Perda
	Jenis Perda 
	Putusan
	Tanggal Diajukan
	Tanggal Putusan
	Durasi 

	Perda Kota Jambi No. 3 tentang Pelarangan Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol
	Larangan Pengedaran dan penjualan minuman berlakohol
	Dikabulkan
	4-Mar-08
	3-Mar-09
	12 bulan  

	Perda Kabupaten Deli Serdang No. 21 tahun 2003 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Deli
Serdang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Retribusi Pengawasan Mutu Bibit Ayam Ras Niaga Umum Sehari
	Retribusi 
	Tolak
	16-Jan-04
	21-Feb-08
	50 bulan 

	1. Perda Kota DKI Jakarta No. 13 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Yayasan Rumah Sakit Haji Jakarta 
	Pelayanan publik 
	Dikabulkan
	7-Feb-05
	21-Feb-06
	12 bulan 

	Perda Kota Surabaya No. 2 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
	administrasi kependudukan 
	Tolak
	14 Agus 07 
	21-Feb-08
	6 bulan

	Perda Kotamadya Tingkat II Surabaya No. 1 tentang Ijin Pemakaian Tanah  & Peraturan Daerah Kota Surabaya No.21 Tahun 2003 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
	Perijinan
	Tolak
	28-Feb-07
	13-Feb-08
	12 bulan 

	Perda Kabupaten Tanggerang No. 3 tentang Pembentukan 77 Kelurahan Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang Tanggal 16 September 2005 
	Organisasi pemerintahan 
	Tolak
	8-Mar-06
	30-May-07
	14 bulan 


· Keterbatasan akses masyarakat dalam pengajuan permohonan judicial review perda. 

Pelaksanaan judicial review oleh Mahkamah Agung (di Jakarta) menyebabkan masyarakat kesulitan dalam mengajukan dan mengikuti perkembangan pengajuan permohonan judicial review. Walaupun dalam prosedur pendaftarannya dapat dilakukan melalui pengadilan negeri. 

Oleh karena itu, seiring dengan penguatan kewenangan legislasi daerah dalam UU 27/2009 maka terkait dengan pengaturan mekanisme pembatalan atau review perda perlu dalam UU 10/2004 mempertimbangkan:

· Kewenangan pemerintah (pusat) untuk membatalkan perda 

Kewenangan pembatalan oleh pemerintah menjadi pertanyaan besar terhadap implementasi desentralisasi dan kedudukan DPRD sebagai lembaga representasi di tingkat lokal. Namun perlu melepaskan secara penuh pemerintahan daerah dalam membentuk Perda juga memiliki potensi masalah yang besar di tengah-tengah masih munculnya kendala kapasitas dalam membentuk perda dan minimnya sistem pendukung yang diberikan dalam pelaksanaan fungsi legislasi daerah. Oleh karena itu, pemerintah (pusat) dapat melakukan perannya terkait dengan pembentukan perda namun peran tersebut lebih diarahkan pada bentuk peningkatan kapasitas, asistensi maupun konsultasi dalam pembentukan perda tanpa memberikan kewenangan pembatalan.      

· Perubahan UU No. 10/2004 juga perlu mengatur koordinasi kementerian dalam kaitannya dengan pembentukan Perda. Selama ini. Terdapat tiga Kementerian yang aktif terlibat dalam proses pembentukan perda yaitu Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, serta Kementerian Keuangan terkait dengan Perda yang berhubungan dengan Retribusi dan Pajak Daerah. 

· Pengaturan mengenai proses judicial review perda oleh Mahkamah Agung

Masyarakat harus diberi akses yang luas bagi pengajuan permohonan judicial review karena mekanisme ini yang sah untuk melakukan pembatalan perda. Oleh karena itu, perlu melakukan perbaikan pengaturan terkait dengan judicial review. Perdebatan apakah pemerintah (pusat) dapat membatalkan perda seharusnya dapat berakhir apabila ada suatu lembaga yang sungguh-sungguh menjalankan kewenangannya dalam membatalkan (mereview) perda.  Beberapa materi yang perlu diatur antara lain: 
1. penghapusan batas waktu pengajuan permohonan 

2. pelaksanaan pemeriksaan permohonan terbuka dengan melibatkan pemohon dan termohon 

3. pengaturan mengenai pemeriksaan permohonan judicial review yang dilakukan secara bertingkat.  

Permohonan judicial review pada tingkat pertama dilakukan oleh Pengadilan Tinggi dan dapat diajukan upaya hukum kepada Mahkamah Agung. Pemberian kewenangan pemeriksaan tingkat pertama kepada Pengadilan Tinggi dapat mempermudah akses masyarakat dalam mengajukan permohonan. 
Keberadaan Naskah Akademik 

Pasal 30 Ayat 1

Rancangan Undang Undang yang berasal dari DPR, Presiden, atau DPD disertai penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik. 
Ketentuan ini belum menjelaskan secara pasti kedudukan naskah akademik dalam pengajuan RUU. Keberadaan naskah akademik dalam suatu RUU adalah penting. Sehingga dalam ketentuannya perlu diperjelas status naskah akademik sebagai suatu keharusan dalam setiap pengajuan RUU. Ketidakjelasan pengaturan status ini dapat menimbulkan ketidakpastian dalam syarat pengajuan RUU.
Pengaturan Mengenai Materi Muatan 
Pasal 8 

Pengaturan lebih lanjut ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pengaturan secara lebih rinci terhadap materi muatan peraturan perundang-undangan dapat menghindari masalah tumpang tindih atau penyimpangan dalam pengaturan. Oleh karena itu, kami mengusulkan agar rumusan mengenai materi muatan ini diatur seperti UU No. 10/2004. 

UU No. 10/2004 Pasal 8 butir a

Mengatur lebih lanjut ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang meliputi:

1. hak-hak asasi manusia;

2. hak dan kewajiban warga negara;

3. pelaksanaan dan penegakan kedaulatan negara serta pembagian kekuasaan negara;

4. wilayah negara dan pembagian daerah;

5. kewarganegaraan dan kependudukan;

6. keuangan negara.
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